
PERATURAN PEMER1NTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2003  

TENTANG  
PELIMPAHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI 

KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN 
UMUM (PERUM), DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA  

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang:  
a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dalam Kabinet Gotong Royong dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan 
efisiensi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan 
Perusahaan Jawatan (PERJAN), telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nornor 64 
Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri 
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) 
dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik 
Negara;  

b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara, dipandang perlu untuk melakukan penegasan kembali ketentuan pelimpahan 
kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan 
(PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) 
kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah;  

 

Mengingat :  
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah 

dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4286);  

3.  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4297);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umun (PERUM) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3732); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3928);  

 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: 
Peraturan Pemerintah Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri  
Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan 
Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. 

 
Pasal 1 

Kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang pembinaan dan 
pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik 
Negara. 
 

Pasal 2 
Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Menteri 
Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah yang 
mewakili Pemerintah selaku: 
a. Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2001 dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara 
Republik Indonesia 

b. Wakil Pemerintah pada Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM); 
dan 

c. Pembina Keuangan pada Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN). 

 
Pasal 3 

(1) Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tidak meliputi: 
a. Penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam 

PERSERO/Perseroan Terbatas dan PERUM, serta kegiatan penatausahaan 
kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN; 

b. Pengusulan setiap penyertaan modal Negara ke dalam PERSERO/Perseroan 
Terbatas dan PERUM yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, serta pemanfaatan kekayaan Negara dalam PERJAN 

c. Pendirian PERSERO, PERUM, atau PERJAN dan perubahan bentuk hukum 
PERJAN 

(2) Dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara wajib memperoleh 
persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu, dalam hal penggunaan sisa 
penerimaan PERJAN pada akhir tahung anggaran. 

 
Pasal 4 

Kriteria Mahasiswa, Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Industri Kecil 
dan Industri Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini 
ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.  



Pasal 5 
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib 
disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.  
 

Pasal 6 
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang belum 
tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dalam Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan 
Peraturan Pemerintah tersendiri.  
 

Pasal 7 
Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  
 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2003  
Presiden Republik Indonesia,  

 
 

Megawati Soekarnoputri  
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2003  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,  
Bambang Kesowo  

 

 

 

 


